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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan merupakan proses kegiatan yang terus-menerus yang

bertujuan untuk mencapai kearah keadilan yang lebih baik. Proses ini
membutuhkan modal baik dana, teknologi maupun manusia. Diantara
ketiga faktor ini sumber daya manusia adalah faktor terpenting. Sumber
daya manusia ini harus benar-benar dapat diandalkan sebagai modal
pembangunan. Oleh karena itu, sumber daya manusia perlu dibina
sedemikian rupa menjadi sumber daya yang berperan aktif dalam setiap
pembangunan.

Secara alamiah anak tumbuh menjadi besar dan dewasa, dan anak
merupakan bagian dari aset bangsa yang tidak ternilai harganya.
Mereka adalah generasi pelanjut perjuangan bangsa yang akan
menerima tongkat kepemimpinan di masa yang akan datang. Sebagai
pewaris kemerdekaan pemuda bertugas mengisi kemerdekaan,
memikul tanggung jawab masa depan terhadap maju mundurnya suatu
negara. Agar anak mampu melaksanakan tugas-tugas melanjutkan
estafet kepemimpinan dan pembangunan dari generasi pendahulunya,
maka kepadanya perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya
untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohaniah, jasmaniah
maupun sosial.

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan terkait kondisi ibu dan anak
tersebut, maka telah dilakukan penyusunan Buku Analisis Situasi Ibu dan
Anak (ASIA) sejak tahun 1998 Tahun 1998: ASIA dikembangkan dengan
pendekatan siklus hidup; pada Tahun 2006: UNICEF memperkenalkan
HRBAP (Human Rights-Based Approach to Programming)/ Perencanaan
Program Berbasis HAM; kemudian pada Tahun 2007 Bappenas-Bangda-
UNICEF mengembangkan modul ASIA berbasis HRBAP serta Pelatihan ASIA
berbasis HAM bagi 21 Kab/Kota lokasi kerjasama di Medan, Bali, Manado.
Lanjut pada Tahun 2008, Tersusun 15 ASIA berbasis HRBAP dari 15
Kab./Kota, kemudian Tim KHPPIA Pusat melakukan Evaluasi yang hasilnya
bahwa kualitas ASIA masih belum sesuai harapan. Sehingga
direkomendasikan untuk menyusun pedoman ASIA yang bisa diacu oleh
Pemda sehingga dukungan APBD bisa dialokasikan untuk penyusunan
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ASIA. Pada Tahun 2009. Yang dimulai pada bulan Januari – awal bulan Mei,
Proses penyusunan pedoman ASIA dengan menggunakan pendekatan
siklus hidup dan pendekatan hak, dan pada pertengahan Mei Petunjuk
Teknis ASIA ditandatangani oleh Bangda dan Bappenas untuk seluruh
Gubernur dan Bupati/Walikota. Dan masih pada bulan Mei hingga Agustus
Tahun 2009, dilaksanakannya sosialisasi petunjuk teknis ASIA dilakukan
dalam forum-forum pertemuan pusat dan daerah; terakhir pada
September-Desember dilakukan Lokakarya ASIA seluruh stakeholders dan
penyelesaian hasil ASIA di Kab/Kota percontohan (yakni: Polewali Mandar
dan Surakarta). Di Kabupaten Polewali Mandar, Pada Tahun 2010, Proses
pemanfaatan hasil ASIA untuk perencanaan pembangunan daerah untuk
tahun 2011, dan pada Januari-Februari 2010, Hasil ASIA (masalah prioritas,
indikator, rencana kerja, anggaran, dll) divalidasi dan diverifikasi didalam
musrenbang desa/kelurahan dan musrenbang kecamatan. Maret 2010:
Hasil ASIA di komunikasikan secara formal dalam forum SKPD untuk
penyempurnaan dan koordinasi ASIA dengan isu-isu SKPD, Hasil ASIA
diakomodir oleh Bappeda dalam menyusun Rancangan Awal Rencana
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dan Hasil ASIA diklarifikasi
oleh pemangku kepentingan dalam musrenbang Kabupaten/Kota.
Dilanjutkan dengan pengembangan peran provinsi dalam fasilitasi
pengembangan ASIA Kab/Kota melalui pemanfaatan fasilitator
provinsi/daerah (Fasda). Dilakukan pula lokakarya finalisasi dokumen ASIA.
Terakhir, sosialisasi dan advokasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan
pada bulan Juli tahun 2010 dan dilanjutkan pada tingkat provinsi Sulawesi
barat yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2010

Buku ASIA yang berbasis HAM ini merupakan sebuah bentuk kajian
untuk menganalisis situasi ibu dan anak dengan perspektif keterpenuhan
kebutuhan dasar ibu dan anak. Pendekatan hak dalam ASIA membantu
mempertajam penilaian situasi yang berorientasi pada pengumpulan
informasi terkait dengan situasi ibu dan anak dan penajaman pada isu serta
tantangan yang dihadapi oleh ibu dan anak. Agar dapat diketahui
permasalahan sesungguhnya, dan penyebab permasalahan serta cara
penanganan-nya maka diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang tepat.
Selain itu, pendekatan berbasis Hak Azasi Manusia (HAM) dalam
penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran dan keinginan bagi setiap orang untuk
menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan anak.
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Penulisan ASIA HRBAP adalah proses yang “baru, untuk
mempromosikan hak anak dan perempuan, melibatkan masyarakat, NGO,
lintas sector, anak, dimana dalam tahap penyususnannya banyak sekali
cerita yang perlu dishare dan disikapi – knowledge,

Proses Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak di Pemerintah
Kabupaten Polewali Mandar telah melibatkan beberapa SKPD yang terkait
dengan situasi ibu dan anak, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan, Pemuda & Olahraga, Dinas Sosial, Tenaga Kerja &
Transmigrasi, BPS, Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, dan BKKB & PP,
Selain itu juga melibatkan perguruan tinggi yakni Universitas Hasanuddin,
serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lokal yakni LPSP, LK2BS,
Mandar Institute, Yasmib dengan dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten
Polewali Mandar.

B. Tujuan Dokumentasi ASIA

1. Menyusun bahan replikasi dengan mendokumentasikan hal-hal yang
bersifat positif/negative, hambatan/solusi, dan kiat-kiat/tips.

2. Masukan untuk perbaikan buku pedoman
3. Bahan penyusunan paket advokasi
4. Sebagai bahan untuk mengidentifikasi knowledge: innovation, lesson

learned dan best practice untuk keperluan diseminasi dan replikasi.

C. Metode Penyusunan Dokumentasi Penyusunan ASIA HAM

Laporan dokumentasi merupakan bentuk komunikasi yang dapat
dilakukan secara tertulis atau lisan mengenai sesuatu hal tertentu sesuai
dengan tujuan penulisannya. Metode dalam menyusun dokumentasi
penyusunan ASIA HAM yakni cara pengumpulan dan penyajian data.
Dalam proses pengumpulan mengacu pada permasalahan dan tujuan. Data
yang terdapat dalam laporan dokumentasi ini diperoleh dari berbagai
sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Setelah
dikumpulkan, kemudian data ini dikelompokkan, sehingga terdapat data
yang menjadi bahan utama dan data pendukung atau penunjangnya.

Dokumentasi merupakan salah satu metode/teknik pengumpulan
data yang banyak di pakai dalam penelitian kualitatif. Dalam
skripsi/laporan penelitian, kadang peneliti pemula salah mengartikan
metode dokumentasi. Mereka menyamakan metode ini dengan
kajian/telaah pustaka (literature review), sehingga kebanyakan
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beranggapan tentang dokumen yang dijadikan data adalah literatur, buku,
artikel jurnal tentang topik penelitian. Padahal, mestinya bukan itu yang
dimaksud dengan data berupa dokumentasi. Data dokumentasi yang
dimaksud disini adalah informasi mengenai suatu kejadian baik berupa
tulisan, angka, gambar, grafik, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya
dapat dijadikan untuk acuan selanjutnya.
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BAB II
PENJELASAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mandar

1. Wilayah Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar terletak di
wilayah Propinsi Sulawesi Barat, posisinya
berada di sisi Selat Makassar dan diapit
oleh Provinsi Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Barat
terbentuk pada Tahun 2004 Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 26
Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi
Barat, merupakan pecahan dari provinsi

Sulawesi Selatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005
Tanggal 27 Desember 2005 Tentang Perubahan Nama dari Kabupaten
Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar terletak antara 304’10’’-3032’00”
Lintang Selatan dan 118040’27”–119029’41’’ Bujur Timur. Adapun wilayah
batasan dengan kabupaten-kabupaten antara lain:
1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Mamasa
2) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
3) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Makassar
4) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Majene

Kabupaten Polewali Mandar dengan luas wilayah 2.022,30 km2

terdiri atas 16 kecamatan dengan 144 desa, 23 kelurahan, dan 706
dusun/lingkungan. Dari 16 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar,
kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak terdapat di
Kecamatan Campalagian yakni 18 desa/kelurahan dan kecamatan dengan
desa/kelurahan paling sedikit adalah kecamatan Anreapi yakni sebanyak
5 desa/kelurahan.

Diantara 16 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, ibukota
kecamatan yang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten adalah ibukota
Kecamatan Tubbi Taramanu yaitu sejauh 172 km sementara Kecamatan
Polewali adalah Ibukota Kabupaten Polewali Mandar. Data wilayah
Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
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Tabel 1
Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun/Lingkungan Dirinci Per Kecamatan

di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009

Kecamatan
Jumlah

Desa Kelurahan Dusun/Lingkungan

Jumlah 144 23 706

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2009

Kondisi iklim Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan data tahun
2008 tercatat bahwa suhu udara maksimum rata-rata pada siang hari
mencapai 320C dan suhu minimum rata-rata pada alam hari berkisar
250C. Jumlah curah hujan sepanjang tahun 2008 adalah 1.811 mm atau
sebanyak 169 hari, curah hujan terbesar terjadi dari bulan Desember
hingga Juni.

2. Penduduk

Pada tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar
sebesar 373.263 jiwa tersebar di 16 kecamatan dengan perkiraan laju
pertumbuhan penduduk sebesar 0,50 persen. Penduduk ini terdiri dari
181.660 laki-laki dan 191.603 perempuan. Rasio jenis kelamin pada
tahun 2009 sebesar 95, yang artinya bahwa dari 100 perempuan
terdapat 95 laki-laki. Kepadatan penduduk sebesar 185 jiwa/km2.

Laju pertumbuhan 0,50 persen, jumlah rumah tangga di Kabupaten
Polewali Mandar pada tahun 2009 diperkirakan sebanyak 80.162
rumah tangga. Sementara itu, rata-rata jumlah anggota rumah tangga
pada tahun 2009 diperkirakan sebesar 5 jiwa per rumah tangga.
Komposisi penduduk Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada
Tabel 2 berikut:
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Tabel 2
Karakteristik Penduduk di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009

Keadaan 2008 2009
Jumlah Penduduk Total 371. 420 373 .263
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin:

a. Laki-laki 180 .763 181. 660
b. Perempuan 190. 657 191. 603

Rasio Jenis Kelamin 95 95
Jumlah Rumah Tangga 79 .768 80 .162
Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga 5 5
Pertumbuhan Penduduk (%) 0,5 0,5
Kepadatan Penduduk/km² 184 185

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008-2009

Grafik 1
Piramida Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2009

Dari piramida struktur penduduk pada Grafik 1 Kabupaten Polewali
Mandar terlihat bahwa kelompok umur terbesar berada pada kelompok
umur 10-14 tahun yaitu sebanyak 44.173 jiwa, yang terdiri dari 22.673
laki-laki dan 21.500 perempuan. Sedangkan kelompok umur terkecil
berada pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu sebanyak 5.184
jiwa, yang terdiri dari 2.222 laki-laki dan 2.962 perempuan.
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3. Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam

kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial.
Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan
kesempatan kerja sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat
langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan
adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas
yang memadai sehingga dapat menyerap tambahan angkatan kerja
setiap tahun.

Tabel 3
Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Golongan

Angkatan Kerja dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2007-2008

Golongan Angkatan
Kerja

Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan
2007 2008 2007 2008 2007 2008

Angkatan kerja 84,07 84,48 46,05 53,05 64,03 68,32
1 Bekerja 80,05 81,71 42,19 48,49 60,09 64,63
2 Pengangguran 4,03 2,76 3,86 4,56 3,94 3,69
Bukan Angkatan Kerja 15,93 15,52 53,95 46,95 35,97 31,68
1 Sekolah 8,80 8,20 8,85 6,84 8,83 7,50
2 Mengurus Rumah

Tangga
0,41 1,18 41,04 36,85 21,83 19,53

3 Lainnya 6,71 6,14 4,06 3,26 5,31 4,66
Sumber: Sakernas , BPS 2007-2008

Persentase angkatan kerja dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Hal ini tercermin dalam Tabel 3. Demikian pula persentase penduduk
yang bekerja mengalami peningkatan. Kondisi ini berdampak pada
penurunan angka pengangguran. Pada tahun 2008 persentase
pengangguran menurun yaitu dari 3,94% menjadi 3,69%. Ditinjau dari
sisi gender, persentase perempuan yang menganggur lebih banyak
daripada laki-laki.

Seperti halnya pada tahun 2007, penduduk yang termasuk bukan
angkatan kerja mayoritas mengisi waktunya dengan melakukan
kegiatan mengurus rumah tangga yakni sebanyak 19,53% dengan
didominasi kaum perempuan.
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4. Sumber Daya Daerah
a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana meningkatkan
Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu upaya pemerintah daerah
dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan SDM adalah
melalui pendidikan dengan mencanangkan program wajib belajar 12
tahun, dan membuka akses yang semakin luas agar pemerataan
pendidikan dapat diwujudkan. Program ini diharapkan akan
mempercepat terciptanya kualitas sumber daya manusia yang siap
bersaing dalam era globalisasi. Keadaan pendidikan di Kabupaten
Polewali Mandar meliputi jumlah sekolah, murid dan guru, mulai
dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), sampai Sekolah Menengah
Tingkat Atas (SMTA) adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Tingkat Pendidikan dan Guru di Polewali Mandar 2009

Tingkat
Pendidikan

Sarana Pendidikan
(Buah)

Peserta Didik
(Orang)

Guru (Orang)

Klpk. Bermain 204 3.266
TK 89 2.804 102

SD/MI 374 59.639 1.827
SMTP 95 14.794 546
SMTA 37 10.507 259

PT 4
Sumber: Dinas Pendidikan Polewali Mandar 2009

b. Kesehatan
Berdasarkan data kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar

pada tahun 2009 ada 32 orang dokter umum, 11 orang dokter gigi,
10 orang dokter ahli, dan 110 orang bidan. Sampai tahun 2009
Kabupaten Polewali Mandar memiliki 3 rumah sakit, yakni Rumah
Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit ABRI dan Rumah Sakit Swasta.
Sedangkan jumlah puskesmas sebanyak 20 unit.

c. Perlindungan Anak
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyusun kebijakan

yang memperhatikan kebutuhan dasar anak melalui Peraturan
Daerah No. 5 Tahun 2004 Tentang Pembebasan Biaya Penertiban
Akte Kelahiran Untuk Anak 0-18 tahun tanpa terkecuali, sehingga
kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi seperti hak mendapatkan
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warisan, hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapatkan status
sosial.

d. Keluarga Berencana (KB)
Pada tahun 2009 di Kabupaten Polewali Mandar tercatat 31.024

peserta Keluarga Berencana (KB) yang baru. Jumlah ini meningkat
dari tahun sebelumnya sebesar 4.096 akseptor. Peningkatan jumlah
akseptor terjadi pada peserta KB laki-laki yang peningkatannya
cukup drastis, dari 2,12% pada tahun 2008 menjadi 96,58% tahun
2009. Sedangkan tahun 2008 peserta KB perempuan terjadi
penurunan dari 97,88% menjadi 3,42% pada tahun 2009.

5. Anggaran
a. Anggaran yang bersumber dari APBD

Tabel 5
Alokasi Dana APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2010

No SKPD 2009 2010 Selisih (Rp.) Persen
(%)

Persentase
Total APBD

2009 2010
1 Dinas Pendidikan 37.232.265.900 26.025.530.000 (11.206.735.900) 30,09 7.59 5.73

2 Dinas Kesehatan 14.899.185.592 9.299.860.263 (5.599.325.329 37.58 3.04 1.81
3.a Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintahan Desa Pemberdayaan
Perempuan dan KB
- Bidang Pemberdayaan Perempuan
- Bidang Keluarga Berencana

279.075.000
1.083.877.500
1.362.952.500

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

3.b Badan Koordinasi KB dan PP - 1.435.321.760 72.369.260 5.30 0.28 0.28

4 Dinas Sosial Tenaga Kerja 1.857.193.500 1.084.177.500 773.016.000 41.62 0,37 0,21

5 Dinas Kependudukan Dan Capil 1.443.137.386 866.000.000 (577.137.386) 39,99 0,29 0,17

6 Rumah Sakit Umum Daerah 5.829.506.595 26.606.313.250 20.776.806.665 78.08 1,18 5,18

Total APBD 490,394,912,723 512,990,153,557

Sumber data: Bappeda Kab. Polewali Mandar Tahun 2010

b. Anggaran yang bersumber dari Non APBD

Tabel 6
Allokasi Dana Unicef dan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010

Alokasi Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 118.255.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 258.650.000

Jumlah 376.905.000
Sumber data: Bappeda Kab. Polman Tahun 2010
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6. Kebijakan atau Peraturan
Berbagai kebijakan dan peraturan yang telah dikeluarkan dan

diimplementasikan di Kabupaten Polewali Mandar sebagai upaya untuk
pemenuhan hak khususnya bagi ibu dan anak. Adapun kebijakan dan
peraturan:
a) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2004 Tentang Pembebasan Biaya

Penertiban Akta Kelahiran merupakan kebijakan Pemerintah
Kabupaten Polewali Mandar agar semua anak usia 0-18 tahun dapat
memperoleh akta kelahiran tanpa terkecuali.

b) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil Perda ini terkait dengan kepemilikan KTP, Kartu Keluarga
dan Akta Catatan Sipil antara lain Akta Kematian, Akta Perceraian.

c) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Gratis
merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
dimaksudkan agar kebutuhan anak terhadap pendidikan dapat
terpenuhi, sehingga mengurangi buta aksara dan kebodohan dan
menciptakan generasi bangsa yang mempunyai harkat, martabat,
berakhlak mulia dan mempunyai daya saing di era globalisasi.

d) Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2008 Tentang Pelayanan Kesehatan
di Puskesmas dan Rujukan Rawat Jalan Bagi Masyarakat yang Dijamin
Pemerintah Kabupaten.
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B. Profil Ibu dan Anak
a. Pendidikan

APM Pendidikan Pra Sekolah Usia 4

Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar

Angka Partisipasi Murni SMP Usia 13

11.33

Tahun 2007

92.88

Tahun 2007

50.1

Tahun 2007
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Grafik 2
APM Pendidikan Pra Sekolah Usia 4-6 Tahun

Grafik 3
Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar Usia 7-12 Tahun

Grafik 4
Angka Partisipasi Murni SMP Usia 13-15 Tahun
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Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008

b. Kesehatan
1. Jumlah Kematian Ibu (AKI)

Jumlah Kematian Ibu (AKI) Tahun 2007

290

92

684

Rata-rata

Minimum

Maksimal

0.86

Tahun 2007
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Grafik 5
a Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 tahun

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008

Grafik 6
Angka Putus Sekolah

Kematian Ibu (AKI)
Grafik 7

Jumlah Kematian Ibu (AKI) Tahun 2007-2009
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Jumlah Kematian ibu di Kab. Polewali Mandar ta
15 kematian dan pada tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 17
kematian, dan turun lagi pada tahun 2009 menjadi 12 kematian.
Bila dibandingkan dengan standar nasional (MDGs) yaitu 250 per
100.000 kelahiran hidup dikali dengan kelahiran hid
di Polewali Mandar sebesar 6.985 maka diperoleh jumlah batasan
sebesar 17, Namun demikian target ini harus diturunkan sampai
3/4nya ditahun 2015, jadi posisi normalnya adalah hanya sekiatr 5
kematian ibu Posisi kematian di Polewali Mandar seb
hanya 15 kematian masih terlalu tinggi, demikian juga kematian
ditahun 2008 dan 2009 masih terlalu tinggi, bila dibandingkan
dengan batasan target MDGs.

2. Jumlah Kematian Bayi (AKB)

Jumlah

Berdasarkan batasan
bayi diharapkan berada dibawah 35 per 1000 kelahiran hidup.
Dengan jumlah kematian di Kab. Polewali Mandar di tahun 2007
sebanyak 46 dibagi dengan jumlah kelahiran hidup 6.985 di kali
1000 ribu maka diperoleh 7 kemat
standar MDGs, demikian juga di tahun 2008 dan tahun 2009.

46

2007
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umlah Kematian ibu di Kab. Polewali Mandar tahun 2007 sebanyak
15 kematian dan pada tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 17

, dan turun lagi pada tahun 2009 menjadi 12 kematian.
Bila dibandingkan dengan standar nasional (MDGs) yaitu 250 per
100.000 kelahiran hidup dikali dengan kelahiran hidup tahun 2007
di Polewali Mandar sebesar 6.985 maka diperoleh jumlah batasan
sebesar 17, Namun demikian target ini harus diturunkan sampai
3/4nya ditahun 2015, jadi posisi normalnya adalah hanya sekiatr 5
kematian ibu Posisi kematian di Polewali Mandar sebanyak yang
hanya 15 kematian masih terlalu tinggi, demikian juga kematian
ditahun 2008 dan 2009 masih terlalu tinggi, bila dibandingkan
dengan batasan target MDGs.

Kematian Bayi (AKB)

Grafik 8
Jumlah Kematian Bayi (AKB)

Berdasarkan batasan capaian indikator MDGs angka kematian
bayi diharapkan berada dibawah 35 per 1000 kelahiran hidup.
Dengan jumlah kematian di Kab. Polewali Mandar di tahun 2007
sebanyak 46 dibagi dengan jumlah kelahiran hidup 6.985 di kali
1000 ribu maka diperoleh 7 kematian, masih berada dibawah
standar MDGs, demikian juga di tahun 2008 dan tahun 2009.
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standar MDGs, demikian juga di tahun 2008 dan tahun 2009.
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3. Jumlah Kematian Anak Balita (AKABA)

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) adalah
anak balita per 1.000 k
gambaran salah satu indikator status kelangsungan hidup di
suatu wilayah. Angka kematian anak balita di Kab. Polewali
Mandar per kelahiran hidup di
pengumpulan data sektor

4. Balita dengan Bawah Garis Merah (BGM)

Persentase Balita dengan Bawah Garis Merah (BGM)
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Kematian Anak Balita (AKABA)

Grafik 9
Jumlah Kematian Anak Balita (AKABA)

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) adalah jumlah
anak balita per 1.000 kelahiran hidup yang dapat memberikan
gambaran salah satu indikator status kelangsungan hidup di
suatu wilayah. Angka kematian anak balita di Kab. Polewali
Mandar per kelahiran hidup di tahun 2007-200
pengumpulan data sektor.

dengan Bawah Garis Merah (BGM)

Grafik 10
Persentase Balita dengan Bawah Garis Merah (BGM)
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jumlah kematian
elahiran hidup yang dapat memberikan

gambaran salah satu indikator status kelangsungan hidup di
suatu wilayah. Angka kematian anak balita di Kab. Polewali

2009 berdasarkan

Persentase Balita dengan Bawah Garis Merah (BGM)
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5 Anak di Imunisasi Campak

Proporsi Anak di Imunisasi Campak

6 Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)

Persentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)

7. Status Gizi Balita

Status Gizi Balita Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009

73.5

2007

2.09

2007

81%
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Anak di Imunisasi Campak Sebelum Usia 1 Tahun

Grafik 11
Proporsi Anak di Imunisasi Campak Sebelum Usia 1 Tahun

endah (BBLR)

Grafik 12
Persentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)

Grafik 13
Status Gizi Balita Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009
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8. Balita yang Naik Berat Badannya Sesuai Garis Pertumbuhan

Persentase Balita yan

9. Cakupan Kunjungan Bayi

10. Cakupan Pemberian Vitamin A pada Balita

Persentase Cakupan Pemberian Vitamin A pada Balita

Pengalaman Penyusunan ASIA Berbasis HAM

ten Polewali Mandar | Prov. Sulawesi Barat

Balita yang Naik Berat Badannya Sesuai Garis Pertumbuhan

Grafik 14
Persentase Balita yang Naik Berat Badannya

Sesuai Garis Pertumbuhan

Cakupan Kunjungan Bayi

Grafik 15
Persentase Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan Pemberian Vitamin A pada Balita

Grafik 16
Persentase Cakupan Pemberian Vitamin A pada Balita
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11. Cakupan Pemberia

Persentase Cakupan Pemberian ASI Ekslusif

12 Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Jumlah Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

13. Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan
Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan
yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

41

2007

20

2007

68.7

60
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2007
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Cakupan Pemberian ASI Ekslusif

Grafik 17
Persentase Cakupan Pemberian ASI Ekslusif

Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Grafik 18
Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan
Memiliki Kompetensi Kebidanan

Grafik 19
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan

yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
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14. Kunjungan K4

15. Pelayanan Nifas

Cakupan Pelayanan Nif

16. Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
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Kunjungan K4
Grafik 20

Cakupan Kunjungan K4

Pelayanan Nifas
Grafik 21

Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Polewali Mandar

Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Grafik 22
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
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17. Prevalensi Malaria

18. Penderita Malaria yang Mendapat Pengobatan efektif

Penderita Malaria yang Mendapat Pengobatan Efektif

19. Prevalensi TB

21

2007

10.4

2007
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Prevalensi Malaria
Grafik 23

Prevalensi Malaria

Penderita Malaria yang Mendapat Pengobatan efektif

Grafik 24
enderita Malaria yang Mendapat Pengobatan Efektif

Grafik 25
Prevalensi TB
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20. Angka Kematian TB

Angka Kematian TB

21. Angka Penemuan Pasien TB

Persentase Angka Penemuan

22. Angka Kesembuhan Pasien Baru Tuberkolosis (AKP

Angka Kesembuhan Pa

2007

2008

2009
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Angka Kematian TB

Grafik 26
Angka Kematian TB di Kabupaten Polewali Mandar

Angka Penemuan Pasien TB-BTA+

Grafik 27
Persentase Angka Penemuan Pasien TB-BTA+

Angka Kesembuhan Pasien Baru Tuberkolosis (AKP

Grafik 28
Angka Kesembuhan Pasien Baru Tuberkolosis (AKP
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23. Angka Kesakitan Penyakit Kusta

Angka Kesakitan Penyakit Kusta

24. Angka Kesakitan Penyakit Dem

Angka Kesakitan Penyakit Demam Berdarah (DBD)

25. Case Fatality Rate pada Saat Kejadian Luar Biasa (KLB)

Case Fatality Rate pada Saat KLB Tahun 2008

Tahun 2007,

0.022

2007

30%
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Angka Kesakitan Penyakit Kusta

Grafik 29
Angka Kesakitan Penyakit Kusta

Angka Kesakitan Penyakit Demam Berdarah (DBD)

Grafik 30
Angka Kesakitan Penyakit Demam Berdarah (DBD)

Case Fatality Rate pada Saat Kejadian Luar Biasa (KLB)

Grafik 31
Case Fatality Rate pada Saat KLB Tahun 2008-2009
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c. Kependudukan Catatan Sipil

Jumlah Penduduk yang Memiliki dan Tidak Memiliki Akta Kelahiran

Persentase Anak Usia 0

Trend
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Kependudukan Catatan Sipil

Grafik 32
uduk yang Memiliki dan Tidak Memiliki Akta Kelahiran

Di Kabupaten Polewali Mandar

Grafik 33
Persentase Anak Usia 0-18 Tahun dan Kepemilikan

Akte Kelahiran Tahun 2007

Grafik 34
Trend Realisasi Penerbitan Akta Kelahiran
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Jumlah Kepemilika

Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

d. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
1. Pemberdayaan Perempuan

Jumlah Anggota Dewan
Kabupaten Polewali

55.48

Tidak Memiliki KK

94.29

5.71

2008

Anggota DPRD
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Grafik 35
Jumlah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2009

Grafik 36
Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2009

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
Pemberdayaan Perempuan

Grafik 37
Jumlah Anggota Dewan dan Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin
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Persentase Lurah/Desa di Kabupaten Menurut Jenis Kelamin

Persentase Pejabat Sturuktural Dirinci Menurut

Persentase Pengurus Organisasi Politik

3.59

0
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2008

65.97
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Grafik 38
Persentase Lurah/Desa di Kabupaten Menurut Jenis Kelamin

Grafik 39
Persentase Pejabat Sturuktural Dirinci Menurut

Eselon dan Jenis Kelamin

Grafik 40
Persentase Pengurus Organisasi Politik dan Pengurus Organisas

Menurut Jenis Kelamin
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Persentase Perempuan sebagai Pengurus Organisasi Sosial

2. Perlindungan Anak

Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan
Kekerasan Terhadap Anak (KTA)Tahun 2007

No. Kecamatan
KDRT

Peng-
aniayaan

Peng-
ancaman

L P L P

1 Polewali - 3 1 -

2 Tinambung - 1 - -

3 Matakali - 1 - -

4 Wonomulyo 1 - - -

5 Anreapi - - - -

6 Campalagian - - - -

Jumlah

Sumber: Kepolisian Kab. Polman

Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan
Kekerasan Terhadap Anak (KTA) Tahun 2008

No Kecamatan
KDRT

Penganiayaan Pemerkosaan
L P L

1 Polewali - 3 -

2 Wonomulyo - - -

3 Campalagian - - -

4 Binuang - - -

Jumlah

Sumber: Kepolisian Kab. Polman
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Grafik 41
Persentase Perempuan sebagai Pengurus Organisasi Sosial Tahun 2008

Perlindungan Anak
Tabel 7

Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan
Kekerasan Terhadap Anak (KTA)Tahun 2007

Jenis Kejahatan
KTA

Jumlah
Peng-

aniayaan
Pemerkosaan

Perbuatan
cabul

Orang
Hilang

Perencanaan
Pembunuhan

L P L P L P L P L

4 2 2 - 2 - - - - 1

1 - - - - - - - - -

1 1 - - 1 - 1 - 1

1 - - - - - - - - -

- - - - - - 1 - 1 -

- - - - - - 2 - - -

7 Jumlah

Tabel 8
us Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan

Kekerasan Terhadap Anak (KTA) Tahun 2008
Jenis kejahatan

KDRT KTA
Pemerkosaan

Jumlah
Penganiayaan Pencabulan Pemerkosaan

P L P L P L

- 3 5 1 - - -

- - 1 - - - -

1 1 - - - -

- - - - 1 - -

4 Jumlah

98%

2%

Perempuan

Laki-laki
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Tahun 2008

Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan

Perencanaan
Pembunuhan Jumlah

P

- 7

- 0

- 4

- -

- 2

- 2

15

us Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan

Pemerkosaan
Jumlah

P

- 6

1 2

1 1

- 1

10
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Tabel 9
Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan

Kekerasan Terhadap Anak (KTA) Tahun 2009

No Kecamatan

Jenis kejahatan
KDRT KTA

Penganiayaan Pemerkosaan Jumlah Penganiayaan Pencabulan Pemerkosaan
Jumlah

L P L P L P L P L P

1 Polewali 4 - - 4 14 3 - 4 - - 21

2 Luyo - - - - 0 1 - - - - - 1

3 Matakali - 2 - - 2 1 - - - - - 1

4 Wonomulyo - - - - 0 2 - - - - - 2

5 Anreapi - - - - 0 2 - - - - 1 3

6 Campalagian - - - - 0 1 - - - - 3 4

7 Tutar - - - 1 1 1 1 - - - - 2

8 Tapango - - - - 0 - - - - - 1 1

9 Mapilli - - - - 0 1 - - 1 - 1 3

Jumlah 7 Jumlah 38

Sumber: BadanKoordinasi KB dan PP

e. Keluarga Berencana (KB)

Grafik 42
Persentase Peserta KB Perempuan dan Laki-laki

97.88 96.24

2.12 3.76

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2008 Tahun 2009

Perempuan Laki-laki
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Angka Pemakaian Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS)
dan Angka Penggunaan Kondom

f. Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan

Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009

No. Jenis PMKS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anak Balita Terlantar
Anak Terlantar
Anak Korban Tindak Kekerasa
Anak Nakal
Anak Jalanan
Anak Cacat
Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Wanita Korban Tindak Kekerasan/
Diperlakukan Salah

Sumber: Dinas Sosnakertran kab. Polew

Jumlah Anak Terlantar

54.32

Tahun 2008

Angka Pemakaian Kontrasepsi Pada
Pasangan Usia Subur (PUS)

1215 1246

2007 2008

Anak Terlantar
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Grafik 43
Angka Pemakaian Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS)

dan Angka Penggunaan Kondom

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel 10
Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009

Jenis PMKS Satuan
Jenis Kelamin
L P

Anak Balita Terlantar

Anak Korban Tindak Kekerasan

Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Wanita Korban Tindak Kekerasan/

Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa

Jiwa

52
-
-
-
6
-
-

-

58
-
-
-
7
-
-

-
Sumber: Dinas Sosnakertran kab. Polewali Mandar

Grafik 44
Jumlah Anak Terlantar dan Anak Cacat Dirinci Per Kecamatan

59.03

4.21 2.2

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2008 Tahun 2009

Angka Pemakaian Kontrasepsi Pada
Pasangan Usia Subur (PUS)

Angka Penggunaan Kondom

Kabupaten Polewali Mandar

1246
1379

533 561 588

2008 2009 2007 2008 2009

Anak Terlantar Anak Cacat
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Angka Pemakaian Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS)

Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah

110
1379

-
-

13
588

-

-

Dirinci Per Kecamatan
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yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial

- Salah satu cara dengan upaya meningkatkan SDM Indonesia
yang ditandai dengan; IPM, IPG, dan TFR.

- Untuk meningkatkan IPM, IPG, dan penurunan TFR --- program-
program kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan,
dan perlindungan anak menjadi prioritas.

- Prioritas-prioritas tersebut sejalan dengan sasaran MDGs
b. UU No. 32/2004 ---- Era Desentralisasi

- Pemda punya kewenangan yang lebih besar dalam mengatur
urusan pemerintahan (termasuk program kesehatan,
pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan
anak).

- Namun kewenangan tersebut harus diimbangi dengan
tanggung jawab untuk memastikan program-program
pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi
daerah.

- Salah-satu cara kearah itu dengan perencanaan pembangunan
daerah yang baik (berdasarkan data akurat, melibatkan seluruh
stakeholders)

c. Salah-satu tindak lanjut UU No. 32/2004 adalah PP No 8 Tahun
2008 yang mengatur:
- Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- Peraturan pemerintah tersebut mendorong agar perencanaan

pembangunan daerah didasarkan pada data yang akurat
melalui sebuah analisis daerah yang sejalan dengan kebijakan
nasional.

- Dalam rangka analisis tersebut ---- Bangda dan Tim Pusat telah
menyusun petunjuk teknis ASIA melalui Surat Edaran (SE)
Mendagri:
1. Nomor 193/515/Bangda Tanggal 3 Maret 1998
2. Nomor 440/1395/III/Bangda Tanggal 11 Desember 2000,

dan yang terbaru,
3. Nomor 440/1110/III/Bangda Tanggal 27 Mei 2009
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6. Manfaat ASIA
a) Dapat digunakan sebagai masukan untuk penyusunan dokumen

perencanaan daerah.
b) Dapat digunakan sebagai alat pengendalian perencanaan dan

pelaksanaan program pembangunan SDM-Dini Daerah.
c) Dapat digunakan sebagai sarana penyamaan persepsi dalam

pengambilan keputusan dan menentukan prioritas program
pembangunan SDM-Dini Daerah.

7. Kerangka Pikir Pembangunan SDM

Gambar 1
Kerangka Pikir Pembangunan SDM

8. Pendekatan Siklus Hidup
Kelompok Sasaran dalam ASIA
a) Remaja wanita dan pria, usia 15-21 tahun;
b) Wanita usia subur dan pasangan usia subur (usia 15-49 tahun);
c) Ibu hamil, bersalin dan nifas (15-49 tahun), janin dan bayi baru lahir

(0-28 hari);
d) Ibu menyusui (15-49 tahun) dan bayi (0-12) bulan;
e) Balita dan anak prasekolah, usia 12-83 bulan;
f) Anak usia sekolah. Usia 7-15 tahun;
g) Anak perempuan dan remaja wanita, usia 10-19 tahun;
h) Rumah tangga, masyarakat, dan para lanjut usia (lansia).
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Gambar 3
Tahapan Siklus Hidup Keluarga untuk ASIA

Gambar 4
Intervensi Berdasarkan ASIA

9. Pendekatan Hak dalam ASIA

1. Pendekatan hak dalam pembangunan SDM didasarkan pada prinsip-
prinsip Hak Asasi Manusia
Prinsip-prinsip HAM sebagaimana tercantum dalam piagam PBB
menekankan pada kesepahaman dan kesepakatan akan beberapa
hal yaitu:
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a. Kesetaraan, bahwa seluruh manusia dilahirkan bebas dan sama
dalam martabat dan hak;

b. Universalitas, bahwa HAM menentukan standar bagi orang
diseluruh bagian di dunia ini;

c. Non-diskriminasi, bahwa seluruh manusia tidak boleh
didiskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, gender, bahasa,
agama, pandangan politik, dan lainnya;

d. Indivisibilitas, bahwa tidak ada hak yang boleh dirampas dari
manusia;

e. Saling ketergantungan, bahwa seluruh HAM merupakan bagian
yang sangat penting dari sebuah kerangka komplementer;

f. Tanggung jawab dan akuntabilitas, bahwa tanggung jawab
menyangkut tanggung jawab kekuasaan dari pemegang
kekuasaan dan tanggung jawab individu.
Tanggung jawab kekuasaan terkait tanggung jawab untuk
membuat dan mengimplementasikan undang-undang dan
menggambarkan penerapan hak asasi, serta tanggung jawab
individu yaitu tanggung jawab untuk menghargai hak orang lain
dan memberikan advokasi dari dan untuk membela orang yang
haknya dilanggar atau bahkan ditolak.

2. Pendekatan hak dalam pembangunan SDM diupayakan untuk
memenuhi hak dasar manusia sejak lahir.
Kerangka hukum untuk pemenuhan hak dilandaskan pada berbagai
peraturan atau perundangan baik skala nasional seperti UU Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,
ataupun skala internasional terkait dengan Konvensi Hak Anak dan
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan. Secara umum berbagai kerangka hukum tersebut
diarahkan untuk memenuhi:
a. Hak untuk mendapatkan kebebasan dan hak sipil
b. Hak untuk mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan

alternative
c. Hak akan kesehatan dan kesejahteraan
d. Hak akan pendidikan, rekreasi, dan budaya/seni
e. Hak untuk perlindungan anak
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3. Pendekatan hak dalam pembangunan SDM pada perencanaan
program berbasis hak asasi atau human rights-based approach to
programming (HRBAP)
Kerangka perencanaan program berbasis hak dapat disimpulkan
sebagai berikut:
a. Kerangka analisis didasarkan pada berbagai perundangan dan

peraturan (UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga, Konvensi Hak Anak, serta Konvensi segala
Penghapusan Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)

b. Akuntabilitas dari pemangku tugas untuk pemenuhan hak perlu
diperkuat di semua tingkatan.

c. Pelaksanaan hak harus sejalan dengan tanggung jawab, artinya
pemegang hak bertanggung jawab untuk menghargai hak-hak
orang lain.

d. Proses sama pentingnya dengan hasil, artinya proses untuk
memenuhi hak harus sejalan dengan kualitas atau hasil
pemenuhan hak itu sendiri. Hal ini untuk menjamin partisipasi
seluruh pihak sehingga pemenuhan hak dapat berkesinambungan
karena ada upaya dan komitmen untuk membangun kapasitas
dan kemampuan ibu dan anak dalam mengidentifikasi dan
meminta pemenuhan hak-haknya.


